
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daereih perlu 

penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi Prinsip-prinsip tepat waktu 

dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah; 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan 

Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

Anggaran berakhir; 

WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu 

penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi Prinsip-prinsip tepat waktu 

dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah, 

/ b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

ET Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

ba Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan 

20 Yi Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024; 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembeiran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

Mengingat 
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421),
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahem (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234), 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Teimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Teimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penjmsunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentanrr Hibah Daerah ILembaran Necara Renublik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4594), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
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Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Daleim Negeri Nomor 1781 

Tahun 2020; 

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Csira Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 9); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Dan 

WALIKOTA GORONTALO 

A y r r ^ A / T T T T T T O T . ' A M . 
I V X i J ^ l V l W 1 «.XX.9XXXX1^ • 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan 

memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran 
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Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Tahun 2020: 
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 9), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Dan 

WALIKOTA GORONTALO 

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

(1) 

Pasal 1 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan 

memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran
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c. Neraca 

d. Laporain Operasional (LO) 

e. Laporan arus kas (LAK) 

f. Laporan Perubahan Ekui tas (LPE) 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 

laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. 

mm 

mm 
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Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut : 

a. Pendapatan 

b. Belanja 

Surplus / (defisit) 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Pembiayaan Neto 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebeium Koreksi 

e. Koreksi SILPA 

f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

1.098.417.124.388,75 

1.093.682.491.681,61 

52.101.876.428,34 

44.600.400.945,00 

Rp. 4.734.632.707,14 

Rp. 7.501.475.483,34 

Rp. 12.236.108.190,48 

Rp. 0,00 

Rp. 12.236.108.190,48 

o
n
 

P) 5 

Neraca 

a
p
 

Laporan Operasional (LO) 

e. Laporan arus kas (LAK) 

f. ' Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 

laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp. 1.098.417.124.388,75 

b. Belanja Rp. 1.093.682.491.681,61 

Surplus/ (defisit) Rp. 4.734.632.707,14 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 52.101.876.428,34 

- Pengeluaran Rp. 44.600.400.945,00 

Pembiayaan Neto Rp. 7.501.475.483,34 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelum Koreksi Rp. 12.236.108.190,48 

e. Koreksi SILPA Rp. 0,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 12.236.108.190,48 
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Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai ber ikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 77.820.233.304,25.- dengan rincian sebagai 

• ^ \ ^ X XXX. M c 

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.176.237.357.693,00 

b. Realisasi Rp. 1.098.417.124.388,75 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 77.820.233.304,25 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 87.055.726.419,39.- dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.180.738.218.101,00 

b. Realisasi Rp. 1.093.682.491.681,61 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 87.055.726.419,39 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (110.397.822.284,07) dengan rincian sebagai 

berikuL : 

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (4.500.860.408,00) 

b. Realisasi Rp. 4.734.632.707,14 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 233.772.299,14 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 31.877.129,66.- dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 52.133.753.558,00 

b. Realisasi Rp. 52.101.876.428,34 

-7- 
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Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut : 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 77.820.233.304,25.- dengan rincian sebagai 

harilait - 
KINI LUNA « 

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.176.237.357.693,00 

b. Realisasi Rp. 1.098.417.124.388,75 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 77.820.233.304,25 

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 87.055.726.419,39.- dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.180.738.218.101,00 

b. Realisasi Rp. 1.093.682.491.681,61 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 87.055.726.419,39 

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (110.397.822.284,07) dengan rincian sebagai 

berikui : 

a. Surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (4.500.860.408,00) 

b. Realisasi Rp. 4.734.632.707,14 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 233.772.299,14 

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 31.877.129,66.- dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 52.133.753.558,00 

b. Realisasi Rp. 52.101.876.428,34
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e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3.032.492.205,00 dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahanRp. 47.632.893.150,00 

b. Realisasi Rp. 44.600.400.945,00 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.032.492.205,00 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. -3.000.615.075,34 dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 4.500.860.408,00 

b. Realisasi Rp. 7.501.475.483,34 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (3.000.615.075,34) 

Pasal 4 

Laporan Saldo Anggairan Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 

sebagai berikut : 

: Rp. 52.133.753.558,34 

:Rp . 52.101.876.428,34 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) 
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan 

Sub Total 

a. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SILPA/SIKPA) 

b. Koreksi Silpa 

Sub Total 
a. Koreksi kesalahem pembukuan 

Tahua Sebelumnya (Lain-lain) 

:Rp . 31.877.130,00 

: K p . i x ^ . X O D . i U O . i ' ^ U , H - 0 

: Rp. 0,00 

: R^^ 12.267.985.320,48 

: Rp. (31.877.130,00) 
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Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 3.032.492.205,00 dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 47.632.893.150,00 

b. Realisasi Rp. 44.600.400.945,00 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.032.492.205,00 

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. -3.000.615.075,34 dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 4.500.860.408,00 

b. Realisasi Rp. 7.501.475.483,34 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. (3.000.615.075,34) 

Pasal 4 

Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 

sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) :Rp. 52.133.753.558,34 
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan :Rp. 52.101.876.428,34 

Sub Total : Rp. 31.877.130,00 

a. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 12.236.108.190,43 

b. Koreksi Silpa ' Rp. 0,00 

Sub Total :Rp. 12.267.985.320,48 
a. Koreksi kesalahan pembukuan 

Tahun Sebelumnya (Lain-lain) — - Rp. (31.877.130,00) 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut : 

a. Jumlahase t Rp. 1.627.679.981.947,88 

b. Jumlah kewajiban Rp. 266.228.084.751,82 

c. Jumlah ekuitas Rp. 1.579.823.007.787,31 

d. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. 1.846.051.092.539,13 

Pasal 6 

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai 

berikut : 

A. Kegiatan Operasional 

- Pendapatan - LO : Rp. 1.179.999.839.324,46 

- Beban : Rp. 1.118.868.256.391,10 
- Surplus/Defisit (LO) . R ^ . 61.131.582.933,36 

B . Kegiatan Non Operasional 
- Surplus/Defisit : Rp. 3.268.103,00 

C. Pos Luar Biasa 
- Beban Luar Biasa : Rp. 0,00 

Surplus/Defisit - LO : Rp. 61.128.314.830,36 

Sia 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut : 

a. Jumlah aset Rp. 1.627.679.981.947,88 

b. Jumlah kewajiban Rp. 266.228.084.751,82 

c. Jumlah ekuitas Rp. 1.579.823.007.787,31 

d. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. 1.846.051.092.539,13 

Pasal 6 

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai 

berikut : 

A. Kegiatan Operasional 

- Pendapatan - LO : Rp. 1.179.999.839.324,46 

- Beban Rp. 1.118.868.256.391,10 

- Surplus/Defisit (LO) : Rp. 61.131.582.933,36 

B. Kegiatan Non Operasional 

- Surplus/Defisit : Rp. 3.268.103,00 

C. Pos Luar Biasa 

- Beban Luar Biasa : Rp. O,00 

Surplus/ Defisit - LO :Rp. '“61.128.314.830,36 
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Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januar i tahun 2024 Rp 52.175.624.258,34 
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 93.301.359.953,14 

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (90.566.727.246,00) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (42.600.400.945,00) 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. (3.001.571.00) 

f. Keneiikan / (Penurunan) Bersih Kas Rp. (39.868.769.808,86) 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 Rp. 12.274.977.329,48 

Pasal 8 

Laporan Perubahem Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal f huruf d per 31 Desember Tahun 2024 

seoagai ueriKut : 

a. Ekui tas Awal 

b. Surplus/Defisit LO 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

d. Ekui tas Akhir 

: Rp. 1.466.032.951.037,10 

: Rp. 61.128.314.830,36 

: Rp. 52.661.741.919,86 

: Rp. 1.579.823.007.787,32 

X M X J M X ^ 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2024 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024 Rp 52.175.624.2683,34 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 93.301.359.953,14 

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (90.566.727.246,00) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. (42.600.400.945,00) 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. (3.001.571.00) 

f. Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Rp. (39.868.769.808,86) 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 Rp. 12.274.977.329,48 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal f huruf d per 31 Desember Tahun 2024 

sebagai berikui : 

a. Ekuitas Awal :Rp. 1.466.032.951.037,10 

b. Surplus/Defisit LO “Rp: 61.128.314.830,36 

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan : Rp. 52.661.741.919,86 

d. Ekuitas Akhir :Rp. 1.579.823.007.787,32 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2024 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada 

pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Lampiran I 

Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran I I 

Lampiran I I I 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VII I 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi 

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dem 

pembiayaan 

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan dan sub kegiatan 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih 

Laporan operasional 

Laporan perubahan ekuitas 

Neraca 

Laporan arus kas 

Catatan atas laporan keuangan 

Daftar rekapitulasi piutang daerah 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir 

sfc 

al1N 
Ia 
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Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada 

pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Lampiran i 

Lampiran I.1 

Lampiran I.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran II 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VIII 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Laporan Reaiisasi Anggaran (LRA) 

Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi 

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan 

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan dan sub kegiatan 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih 

Laporan perubahan ekuitas 

Neraca 

Laporan arus kas 

Catatan atas laporan keuangan 

Daftar rekapitulasi piutang daerah 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
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Leimpiran X I I 

Lampiran XI I I 

Lampiran XIV 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

Lampiran XVI I 

Lampiran XVI I I 

Lampiran X IX 

Lampiran X X 

Lampiran XX. 1 

Lampiran XX. 2 

X X I X X L C X X ^ V . ' X X ^ 4..X t C X C l X X X X X V X X X C L X p X X V X ^ O X C X O X ^ ^ X . X X X X . X X X X C C X X X X X C L X ^ X C L X X 

Dafteir rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah 

Daftar rekapitulasi aset tetap 

DafLar lekapiLulfcisi koiisLi uksi dalaiil pckcijaan 

Daftar rekapitulasi aset lainnya 

Daftar dana cadangan daerah 

Daftar kewajiban jangka pendek 

Daftar kewajiban jangka panjang 

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya 

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas 

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Ikhtisar laporan keuangan (laporan iaba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal 11 

MEM 

HUIUll 

Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Peleiksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PEKANGKAI 
DAERAH 

KABAG 
HUKUM 

4 

Lampiran XI 

Lampiran XII 

Lampiran XIII 

Lampiran XIV 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

Lampiran XVII 

Lampiran XVIII 

Lampiran XIX 

Lampiran XX 

Lampiran XX.1 

Lampiran XX.2 

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah 

Daftar rekapitulasi aset tetap 

Daitar rekapitulasi konsiruksi dalam pekerjaan 

Daftar rekapitulasi aset lainnya 

Daftar dana cadangan daerah 

Daftar kewajiban jangka pendek 

Daftar kewajiban jangka panjang 

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya 

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas 

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Ikhtisar japoran keuangan (iaporan iaba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah 

Pasal 11 

Walikota Gorontalo menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dedam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Diundangkan di Gorontado 

pada tanggal, 26 Agustus 2025 
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

Ditetapkan di Gorontalo 

ada tanggal 26 Agustus^ 2025 
WALI KOTA GORONTALO, f 

ADHAN DAMBEA 
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ASBIB 

SEEM 

ISMAIL/MApJID 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR : 2. . . 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALOPROVINSI GORONTALO : ( 2 / 17 /2025) 

dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

ada tanggal 26 Agustus 2025 

Pama KOTA Se” in 

ADHAN DAMBEA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal, 26 Agustus 2025 

SEKRETARIS DA KOTA GORONTALO, 

ISMAIL MAPDJID 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR :2... 

Kuas NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALOPROVINSI GORONTALO: (2/17 /2025) 


